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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil penelitian ini dalam rangka penyelesaian tumpang tindih 

pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor standar dan sasaran kebijakan implementasi KSP dalam pelaksanaannya 

belum optimal karena 

a. Sesuai Perpres 23/2021 memiliki target 158 peta tematik IGT untuk capaian 

integrasi baru mencapai 80% (125 peta tematik IGT) sedangkan 20% (32 peta 

tematik IGT) masih proses verifikasi. Maka capaian integrasi 20% yang 

masih dalam proses verifikasi akan mempengaruhi capaian integrasi 

perwilayah/pulau yang umumnya masih belum optimal.  

b. Oleh karena itu untuk K/L terkait Walidata IGT yang belum selesai 

penyusunan peta tematik IGT nya diharapkan adanya komitmen untuk 

menyelesaikannya sebelum akhir rencana aksi 2024 agar  data 32 peta tematik 

IGT segera dipublikasikan dan di upload dalam akun geoportal KSP. 

2. Faktor sumber daya belum optimalnya implementasi KSP di Kabupaten Bogor 

disebabkan 

a. Terbatasnya SDM yang menguasai IG akan memperlambat jalannya 

implementasi KSP sehingga akan berpengaruh dalam penyusunan revisi 

Perda Kabupaten Bogor, penyusunan peta tematik IGT dan melakukan 

pemutakhiran data tematik IGT karena zaman selalu berkembang mengikuti 

perubahan zaman dengan teknologi yang semakin canggih. 

b. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh K/L/Pemda dan kabupaten/kota 

terkait implementasi KSP harus memiliki SDM yang menguasai IG dan 

didukung dengan anggaran yang memadai. 
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3. Faktor hubungan antar organisasi pada Kabupaten Bogor tidak optimal 

disebabkan 

a. Permasalahan yang terjadi karena Pemda Provinsi Jawa Barat tidak ada 

keterbukan informasi data terkait pemanfaatan ruang kepada Kabupaten 

Bogor. Dengan demikian berarti hubungan antara Pemda Provinsi Jawa Barat 

dengan Kabupaten Bogor tidak menjalin kerjasama yang baik maka akan 

menghambat pelaksanaan implementasi KSP pada penyusunan revisi Perda 

Kabupaten Bogor karena target penyelesaian revisi Perda Kabupaten Bogor 

harus dapat ditetapkan maksimal 12 bulan setelah Perda Provinsi Jawa Barat 

ditetapkan. 

b. Apabila revisi Perda Kabupaten Bogor telah ditetapkan maka akan dilakukan 

rencana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang antara data peta 

tematik IGT Kabupaten Bogor yang sudah sesuai dengan data peta tematik 

IGT Perda Provinsi Jawa Barat. 

4. Faktor karakteristik agen pelaksana pada implementasi KSP sudah berjalan 

dengan optimal karena 

a. Berdasarkan Perpres 23/2021 dan PP 43/2021 sudah memiliki struktur 

organisasi KSP dan alur standar prosedur dalam penyelesaian tumpang tindih 

pemanfaatan ruang  karena untuk 34 provinsi sudah ditetapkan PITTI 

ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan maka akan 

dilakukan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. 

b. Untuk masing-masing K/L/Pemda telah memiliki tugas dan tanggung 

jawabnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. 

5. Faktor situasi kondisi sosial, politik dan ekonomi sangat mempengaruhi 

ketidakoptimalan implementasi KSP di Kabupaten Bogor karena 

a. Pemimpin kurang paham akan kebijakan implementasi KSP maka akan 

mempengaruhi arah kebijakan berjalan lambat sehingga tidak optimal. 

b. Pemimpin sebagai pengambil keputusan kebijakan harus memiliki komitmen 

yang kuat sehingga kebijakan dapat berjalan dengan optimal. 
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6. Faktor disposisi implementor terkait implementasi KSP di Kabupaten Bogor 

belum optimal karena 

a. Kurang keterbukaan informasi terkait pemanfaatan ruang dari Pemda 

Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Bogor tentunya akan mempengaruhi 

arah kebijakan. Maka menyebabkan lambatnya penyusunan revisi Perda 

Kabupaten Bogor.  

b. Pemda Provinsi Jawa Barat dengan kurang keterbukaan informasi juga 

menyebabkan kesepakatan batas daerah tidak jelas maka akan mengakibatkan 

tumpang tindih pemanfaatan ruang juga kepemilikan lahan. 

7. Agar implementasi KSP dapat berjalan dengan optimal sebagai berikut 

a. Strategi pemerintah membuat regulasi agar diterapkan di seluruh provinsi di 

Indonesia dengan membentuk tim koordinasi penyelesaian tumpang tindih 

pemanfaatan ruang masing-masing provinsi beranggotakan kabupaten/kota 

pada provinsi terkait. Sehingga dalam menghadapi masalah yang sifatnya 

nasional atas arahan strategis Presiden para pemerintah daerah akan 

berkomitmen  menyelesaikan bersama dengan kabupaten/kota. Antara 

pemerintah daerah/provinsi bekerja sama untuk duduk bersama dengan para 

kabupaten/kota segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. 

b. Implementasi KSP akan berhasil dengan baik apabila adanya kerjasama yang 

baik antara pemda provinsi dengan pemda kabupaten/kota dengan 

mendukung program pemerintah maka untuk mencapai tujuan KSP yaitu satu 

referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Oleh 

karena itu bila sudah tercapai tujuannya data KSP dengan jangka panjang 

akan diintegrasi dengan Satu Data Indonesia. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian saran peneliti sebagai berikut : 

1. Saran Praktis 
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a. Untuk mengoptimalkan implementasi KSP dalam rangka penyelesaian 

tumpang tindih pemanfaatan ruang diharapkan seluruh K/L/Pemda telah 

tersedia  SDM yang menguasai IG dan didukung dengan tersedianya 

anggaran untuk mendukung program pemerintah yang sifatnya nasional. 

b. Langkah strategi yang harus dilakukan oleh Kemenko Perekonomian sebagai 

ketua Tim Percepatan KSP membuat pernyataan komitmen untuk  seluruh 

K/L/Pemda agar segera revisi perda provinsi dan revisi perda kabupaten/kota 

dipercepat agar penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang segera 

diselesaikan. Maka pemanfaatan ruang agar cepat bersih dan jelas sebelum 

jangka waktu rencana aksi berakhir yaitu 2024 sehingga akan terwujud tujuan 

KSP yaitu satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. 

2. Saran Akademis 

a. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait kesadaran serta dukungan para 

K/L/pemda dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang 

dalam ketersediaan SDM yang menguasai IG dan ketersediaan anggaran 

khusus serta komitmen para implementor untuk menyelesaikan tumpang 

tindih pemanfaatan ruang dengan segera agar tidak terjadi konflik terus 

menerus. Maka pemanfaatan ruang cepat bersih dan jelas. 

b. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam rangka penyelesaian tumpang 

tindih pemanfaatan ruang hanya menggambarkan dan pemetaan tidak 

optimalnya implementasi KSP. Penelitian ini belum dapat mengidentifikasi 

konflik-konfik yang mungkin timbul dalam rangka penyelesaian tumpang 

tindih pemanfaatan ruang sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan khusus. 

Oleh karena itu penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang yang 

sifatnya nasional memang harus diselesaikan terkait pemanfaatan ruang 

sangat dibutuhkan karena akan dijadikan sebagai dasar perencanaan tata 

ruang di wilayah Indonesia. 
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